BAB V

KESIMPULANAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Evaluasi
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor
Camat Kecamatan Plampang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Di Kantor Camat Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa Tahun 2021
sudah dikatakan baik, hal ini dinilai dari empat indikator penilaian evaluasi
program vyaitu: Efektivitas, Kesamaan, Responsifitas, Dan Ketepatan.
Didukung oleh beberapa faktor-faktor pendukung pelaksanaann vyaitu:
Menyusun dan menetapkan standard pelayanan, Menempatkan pelaksana
sesuai dengan latar belakang pendidikan, serta Sarana dan Prasarana.
5.2 Saran
Dalam pelaksanaan PATEN yang diselenggarakan di Kecamatan
Plampang yang berdampak begitu baik pada masyarakat, tenutnya masih
terdapat beberpa hal yang harus ditambah dan diperbaiki dalam rangka
meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan PATEN di Kecamatan
Plampang. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti, berikut beberapa saran yang penulis berikan dalam rangka

mengoptimalkan pelaksanaan paten, antara lain sebagai berikut:
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Perlu adanya penambahan untuk fasilitas pendukung seperti Kkursi
tunggu untuk masyarakat yang menunggu. Mengingat banyaknya
masyarakat yang mengantri saat menunggu pelayanan.

Perlu adanya perubahan untuk fasilitas seperti spanduk dan benner alur
pelaksanaan pelayanan yang membant masyarakat agar tidak
kebingungan pada saat datang ke kantor.

Mengingat banyaknya masyarakat yang datang ke kantor kecamatan
untuk  menyelsaikan masalah administrasi, perlunya birokrasi
menyediakan tempat parkir kendaraan masyarakat agar terlihat rapih.
Perlu tersedianya kotak saran agar masyarakat dapat memberikan
kritikan serta masukan dalam rangka meningkatkan kualitas

pelaksanaan PATEN.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (1)

SUBJEK: Camat, Sekretaris Camat, Dan Kasi Pelayanan Umum.

Pertanyaan:

1. Pelaksaan Paten Di Kecamatan Plampang

a.

Apakah penyampaian informasi yang yang lengkap terhadap alur
pelaksanaan PATEN di Kecamatan Plampang telah di sampaikan
oleh tim pelaksana PATEN?

Bagaimana cara yang dilakukan oleh aparatur kecamatan sebagai
pelaksana PATEN dalam memberikan informasi yang jelas terhadap
pelaksanaan PATEN di Kecamatan Plampang?

Apakah tim pelaksana PATEN mengalami kendala pada saat
pemberian informasi tentang pelaksanaan PATEN?

Apakah bentuk konsistensi aparatur kecamatan sebagai pelaksana
PATEN dalam memberikan informasi tentang pelaksanaan PATEN?
Apakah dampak yang dihasilkan sebelum dan seduah adanya

pelaksanaan PATEN di Kecamatan Plampang

2. Faktor Pendukng Pelaksanaan Paten Di Kecamatan Plampang

a.

Dalam pelaksanaan PATEN, apakah ada aturan yang menjadi
pedoman tim dalam pelaksanaan PATEN?
Berapa jumlah pegawai yang menjadi tim pelaksana PATEN, apakah

sudah mencukupi untuk memaksimalkan pelaksanaan PATEN?
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. Apakah pegawai yang menjadi tim pelaksana PATEN telah
ditempatkan berdasarkan keahliannya?
. Bagaimana dengan sarana yang menjadi fasilitas penunjang yang

digunakan dalam pelaksanaan PATEN?
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